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PUTUSAN

Nomor : 2902/Pdt.G/2013/PA. Kab. Mlg.

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara-
perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam
perkara “Cerai Gugat” antara pihak-
pihak :
PENGGUGAT , umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah

tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Malang. Selanjutnya
disebut sebagai "PENGGUGAT";

Lawan
TERGUGAT , umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan buruh harian
lepas, bertempat tinggal di Kabupaten Malang. Selanjutnya disebut

sebagai "TERGUGAT";---

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan pihak Penggugat serta para saksi di persidangan;------------

TENTANG DUDUK PERKARANYA
Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 Mei 2013
yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor :
2902/Pdt.G/2013/PA.Kab.Mlg. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----------=-------
1. Pada tanggal 14 Oktober 1997, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan
pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang (Kutipan Akta Nikah Nomor :
545/65/X/1997 tanggal 14 Oktober 1997);

2. Setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah
kediaman bersama di rumah orangtua Penggugat selama kurang lebih 5 bulan,
kemudian pindah kerumah orangtua Tergugat selama kurang lebih 1 tahun 6 bulan
lalu pindah kerumah sendiri selama kurang lebih 13 tahun 5 bulan. Selama
pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana

halaman 1 dari 9 halaman, Putusan Nomor : 2902/Pdt.G/2013/PA. Kab. Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 2 orang anak, bernama TIARA DIRDA
FERIANA, umur 16 tahun, UTA NAFILA NAJUA, umur 9 tahun;------------===------
3. Kurang lebih sejak bulan Mei 2011 antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus

terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi

dalam rumah tangga disebabkan antara lain :
a. Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat, dan

sering bermain judi;

b. Tergugat kurang memperhatikan Penggugat, yakni ia lebih mementingkan diri

sendiri daripada kepentingan rumah tangga;
4. Ketika perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi Tergugat sering membentak-

bentak Penggugat dengan kata-kata kasar yang menyakitkan hati, dan pernah

menyatakan akan menceraikan Penggugat;
5. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut lebih kurang pada bulan Maret 2013,
Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang kerumah orangtua Penggugat
sendiri sebagaimana alamat tersebut di atas yang hingga sekarang sudah
berlangsung selama kurang lebih 2 bulan. Selama itu Terguat sudah tidak
memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin dan tidak
memberi nafkah serta tidak ada suatu peninggalan apapun yang dapat digunakan

sebagai pengganti nafkah;

6. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;---------
Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama

Kabupaten Malang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya

memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

2
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;
4

. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat
telah nyata hadir menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di
persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk
menghadap sebagai kuasa/wakilnya, meskipun untuk itu Majelis Hakim telah

memanggilnya secara resmi dan patut;
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Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mengusahakan perdamaian

dengan jalan memberi nasehat kepada Penggugat selaku pihak yang hadir di
persidangan agar rukun kembali dengan Tergugat dalam rumah tangga yang baik, akan

tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka

mediasi atas perkara ini tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa pemeriksaan ini dilanjutkan dengan membacakan surat

gugatan Penggugat dalam sidang ferfutup untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap

dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah
mengajukan alat bukti tertulis, berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama
Penggugat dan Tergugat Nomor : 545/65/X/1997 tanggal 14 Oktober 1997 yang
dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama
Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang, bermaterai cukup dan cocok dengan

aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.1);

Menimbang, bahwa disamping alat bukti tertulis tersebut, Penggugat juga
menghadirkan dua orang saksi keluarga, masing-masing sebagai berikut :------------------
Saksi I :, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat
kediaman di Kabupaten Malang, dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan
keterangan yang pada pokoknya sebagai

berikut :

e Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik

kandung
Penggugat;

e Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, yang menikah

pada tanggal 14 Oktober 1997, saksi hadir pada pernikahan

tersebut;

e Bahwa saksi tahu selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat bertempat
tinggal di rumah orangtua Penggugat selama kurang lebih 5 bulan, kemudian

pindah kerumah orangtua Tergugat selama kurang lebih 1 tahun 6 bulan lalu
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pindah kerumah sendiri selama kurang lebih 13 tahun 5 bulan, dan keduanya
sudah dikaruniai 2 orang

anak;

e Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan
harmonis, hanya sejak bulan Mei 2011 sampai sekarang rumah tangga
Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering berselisih dan
bertengkar (cekcok mulut) yang disebabkan oleh karena  Tergugat — tidak

dapat memberikan

nafkah yang layak kepada Penggugat serta sering berjudi;
e Bahwa saksi mengetahui akibat peristiwa tersebut sejak bulan Maret 2013 antara
Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sampai dengan sekarang
sudah berjalan selama kurang lebih 4 bulan berturut-turut, dan selama itu
keduanya sudah tidak saling

menghiraukan;

e Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga Penggugat dan Tergugat, termasuk
saksi sendiri telah bermusyawarah dan berusaha mendamaikan Penggugat dan

Tergugat akan tetapi tidak

berhasil;
e Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan keduanya, karena
Penggugat sudah bersikukuh untuk bercerai dari

Tergugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan dapat

menerima dan tidak keberatan;

Saksi II :, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat kediaman di

Kabupaten Malang, dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan yang

pada pokoknya sebagai berikut :-
e Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga

dekat

Penggugat;
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e Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, yang menikah
pada tanggal 14 Oktober 1997, saksi hadir pada pernikahan

tersebut;

e Bahwa saksi tahu selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat bertempat
tinggal di rumah orangtua Penggugat selama kurang lebih 5 bulan, kemudian
pindah kerumah orangtua Tergugat selama kurang lebih 1 tahun 6 bulan lalu
pindah kerumah sendiri selama kurang lebih 13 tahun 5 bulan, dan keduanya
sudah dikaruniai 2 orang

anak;

e Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan
harmonis, hanya sejak bulan Mei 2011 sampai sekarang rumah tangga
Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering berselisih dan
bertengkar (cekcok mulut) yang disebabkan oleh karena  Tergugat  tidak

dapat memberikan

nafkah yang layak kepada Penggugat serta sering berjudi;
e Bahwa saksi mengetahui akibat peristiwa tersebut sejak bulan Maret 2013 antara
Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sampai dengan sekarang
sudah berjalan selama kurang lebih 4 bulan berturut-turut, dan selama itu
keduanya sudah tidak saling

menghiraukan;

e Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga Penggugat dan Tergugat, termasuk
saksi sendiri telah bermusyawarah dan berusaha mendamaikan Penggugat dan
Tergugat akan tetapi tidak

berhasil;

e Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan keduanya, karena

Penggugat sudah bersikukuh untuk bercerai dari

Tergugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan dapat

menerima dan tidak keberatan,;
Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara

lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan

mohon putusan;
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Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk

segala hal sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang

merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;
TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM
Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya

adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat
melalui penasehatan pada setiap persidangan secara maksimal agar Penggugat rukun
kembali pada Tergugat, namun tidak berhasil, maka ketentuan Pasal 130 HIR jo. Pasal
82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 telah terpenuhi dalam perkara ini;------

Menimbang, bahwa menurut Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun
2008 tentang Prosedur Mediasi, mediasi mengharuskan kehadiran kedua pihak yang
berperkara, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi tidak

bisa dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang mendasari gugatan Penggugat pada
pokoknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, karena
sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena Tergugat tidak dapat
memenuhi nafkah dan sering berjudi serta puncaknya antara Penggugat dan Tergugat
telah pisah tempat tinggal sampai dengan putusan ini dijatuhkan sudah berjalan selama

kurang lebih 4 bulan, dan selama pisah tersebut sudah tidak ada hubungan lagi layaknya

suami isteri;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa
alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap ke persidangan
sebagai wakil/kuasanya meskipun Pengadilan Agama Kabupaten Malang telah
memanggilnya secara resmi dan patut, maka perkara ini dapat diputus dengan verstek
sesuai ketentuan Pasal 125 HIR. Hal ini sesuai pula dengan pendapat Pakar Hukum

Islam yang terdapat dalam Kitab Al-Anwar II halaman 55 yang kemudian diambil alih

sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut :----
Artinya : “Apabila Tergugat ta’azzuz (membangkang) atau bersembunyi atau gha’ib,
Hakim boleh menjatuhkan putusan berdasarkan pembuktian”; ------------------
Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir, Majelis Hakim tetap

membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, karena
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perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang menggunakan hukum acara khusus
sesuai kehendak Pasal 54, 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;------------
Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat di persidangan, maka

pokok sengketa dalam perkara ini dapat dirumuskan sebagai

berikut :

¢ Apakah Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah ?

e Apakah Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar serta sudah

berpisah tempat tinggal ? -—--
Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah
mengajukan bukti surat (P.1) dimana alat bukti surat tersebut merupakan akta otentik
dan telah memenuhi maksud Pasal 165 HIR dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 1985, karenanya mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan

mengikat serta dapat diterima;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan 2
(dua) orang saksi di depan sidang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan
yang saling bersesuaian satu sama lain dan ada relevansinya dengan perkara a quo, dan
yang dihadirkan adalah orang dekat Penggugat sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah
Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, karenanya keterangan para

saksi tersebut dapat

dipertimbangkan;
Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, bukti-bukti Penggugat,

maka dapat ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Penggugat ternyata adalah penduduk wilayah hukum Pengadilan Agama Kabupaten

Malang terbukti dari bukti keterangan Penggugat serta keterangan saksi-

2. Penggugat dan Tergugat ternyata adalah suami isteri yang telah kawin menurut

Hukum Islam pada tanggal 14 Oktober 1997, terbukti dengan bukti P.1, dan

keterangan saksi-saksi, oleh karenanya Penggugat merupakan orang yang
mempunyai kepentingan hukum (legal standing) dalam perkara ini;--------------------
3. Perkara ini adalah perkara Cerai Gugat menurut Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7

tahun 1989, maka perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama-----------------
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4. Antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri telah terus menerus
berselisih dan bertengkar dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam
rumah tangga, dan bahkan sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 4

bulan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan cerai gugat tersebut telah

beralasan hukum dan harus diterima;
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka patut dinilai antara
Penggugat dan Tergugat sudah tidak mempunyai rasa cinta, hormat, dan setia, dimana
rasa cinta, hormat menghormati dan setia serta memberi bantuan lahir batin antara satu
dengan yang lain adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami isteri
dalam hidup berumah tangga (vide : Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo.
Pasal 77 ayat ) Kompilasi Hukum

Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan senyatanya sebagaimana terurai dalam
fakta di atas yang juga merupakan fakta hukum di persidangan, maka patut dinilai
rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, sehingga tujuan perkawinan untuk
membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud Pasal 1
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan
rahmah sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur’an Surat Ar-Rum ayat (21) jo. Pasal 3
Kompilasi Hukum Islam (KHI), tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat
dan Tergugat, karenanya perkawinan yang demikian tidak dapat dipertahankan lagi dan

lebih maslahah diakhiri dengan perceraian agar masing-masing pihak dapat dengan

leluasa menentukan masa depannya sendiri;
Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu

mengetengahkan pendapat ahli figih dalam Kitab Figh Sunnah Juz II halaman 248,

kemudian diambil alih sebagai pendapat  Majelis Hakim, yang

berbunyi :-------------------

Artinya : “Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari
pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang
menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara
keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka

Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba’in”.
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Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka
Majelis Hakim dalam permusyawaratannya berpendapat gugatan Penggugat telah
terbukti dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam penjelasan
Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b)
dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan
huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004
tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan dengan memperhatikan
maksud ketentuan dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 131
ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan;-------

Menimbang, bahwa thalak satu bain sugra, merupakan thalak yang dijatuhkan
oleh Hakim atas permintaan seorang isteri, yang mana akibat hukum dari thalak satu
bain sughra adalah antara suami dan istri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali

dengan akad nikah yang baru;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pengadilan perlu memerintahkan kepada Panitera
Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengirimkan salinan putusan perkara a
quo yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah
sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut, akan dinyatakan dalam amar putusan ini;--

Menimbang, bahwa perkara ini adalah “cerai gugat” termasuk bidang
perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1989, biaya perkara dibebankan kepada
Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum

syar’i yang berkaitan dengan perkara ini.
MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk

menghadap ke persidangan, tidak
hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan
verstek;

halaman 9 dari 9 halaman, Putusan Nomor : 2902/Pdt.G/2013/PA. Kab. Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT ) terhadap Penggugat
(PENGGUGAT );----------=-=---=-==

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk
mengirim salinan putusan ini yang berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai
Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat

dan Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan dilangsungkan guna dicatat

dalam register yang telah disediakan untuk itu;

5. Membebankan kepada Penggugat biaya perkara sebesar Rp. 364.000,- (tiga ratus

enam puluh empat ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada
hari RABU tanggal 12 JUNI 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 SYA‘BAN
1434 Hijriyah oleh kami M. NUR SYAFIUDDIN, S. Ag., M.H., sebagai Ketua Majelis,
NURUL MAULIDAH, S. Ag., M.H., dan MARDI CANDRA,S. Ag., M. Ag., M.H.,
masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan
yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh ALIFAH
RATNAWATI, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan

tanpa hadirnya
Tergugat.

Hakim Anggota I, Ketua Majelis,

NURUL MAULIDAH, S.Ag., M.H. M. NUR SYAFIUDDIN, S.Ag., M.H.
Hakim Anggota II,

MARDI CANDRA, S.Ag., M.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,
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ALIFAH RATNAWATI, S.H.
Rincian biaya perkara :

1. Biaya Kepaniteraan :Rp. 38.000,-

2. Biaya Proses : Rp. 320.000,-
3. Materai :Rp.  6.000,-
Jumlah : Rp. 364.000,-

(tiga ratus enam puluh empat ribu rupiah )

halaman 11 dari 9 halaman, Putusan Nomor : 2902/Pdt.G/2013/PA. Kab. Mlg.
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